BAB Il
DESKRPSI PENELITIAN

A. Partai Persatuan Pembangunan

1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul
Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia
(PSII), dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang dideklarasikan pada
tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulgo’dah 1392 Hijriyah merupakan
partai politik penerus estafeta empat partai islam dan wadah penyelamat aspirasi umat
Islam, serta cermin kesadaran dan tanggungjawab tokoh-tokoh umat Islam dan
Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih
meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala melalui

perjuangan politik.*

Partai Persatuan Pembangunan didirikan oleh lima deklarator yang merupakan

pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok

! Ketetapan-ketetapan Dan Hasil Muktamar V111 PPP (Surabaya,15-17 Oktober 2014), 154,
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Persatuan Pembangunan, semacam fraksi empat partai islam di DPR. Para deklarator

itu adalah?:

a. KH. Idham Chalid, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama

b. H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin
Indonesia

c. H. Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum Partai Syarikat Islam Indonesia

d. H. Rusli Halil, Ketua Umum Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah

@

H. Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di fraksi DPR

Suatu deklarasi yang dirumuskan dari hasil rapat presidium Badan Pekerja
dan pimpinan fraksi Kelompok Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan bahwa
keempat partai politik Islam “telah seia-sekata untuk menfusikan politiknya dalam
satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan”. Kemunculan PPP
semula diwarnai oleh pesimisme, utamanya menyangkut distribusi kekuasaan yang
dikhawatirkan akan kembali mimicu konflik internal dan akan membawa perpecahan
didalam partai. Akan tetapi, PPP berhasil memupus kekhawatiran itu. Sidang-sidang

membahas fusi berjalan lancar dan persahabatan.

Salah satu faktor utama adalah karena tokoh-tokoh yang menandatangani
deklarasi itu adalah ulama-ulama dan politikus muslim yang dikenal memiliki

integritas dan moral politik yang tinggi. Penghidmatan mereka lebih tertuju kepada

*http://ppp.or.id/page/sejarah.html(Di akses pada tanggal 30 Oktober 2016, 10.17).


http://ppp.or.id/page/sejarah.html
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kepentingan bangsa dan agama, dan bukan kepada kepentingan sempit kelompok per
kelompok. Karena partai-partai politik yang memfusi kedalam PPP merupakan partai-
partai Islam, maka kiprah dan gerakan PPP juga diwarnai oleh agregrasi dan
artikulasi politik Islam. Salah satu wujud kongkritnya adalah keputusan PPP untuk

menetapkan Islam sebagai dasar asas partai dan Kabah sebagai lambang partai.®

Partai Persatuan Pembangunan yang berasaskan Islam berketetapan hati dan
bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita
proklmasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur,
rohaniah, dan jasmaniah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Islam dan berlambangkan Kabah.
Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, Partai
Persatuan Pembangunan pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas
Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang
berlaku sejak tahun 1984. Pada Muktamar | Partai Persatuan Pembangunan secara
resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi
lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden
Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh wakil Presiden B.J.Habibie,

Partai Persatuan Pembangunan kembali menggunakan asas Islam dan lambang

% Abdul Aziz, Politik Islam Politik : Pergulatan ldeologis PPP menjadi Partai Islam,
(Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006), 88-89.



41

Kabah. Secara resmi hal itu dilakukan Muktamar IV ahir tahun 1998. Walau Partai
Persatuan Pembangunan kembali menjadikan Islam sebagai asas, Partai Persatuan
Pembangunan tetap berkomitmen keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini
ditegaskan dalam pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung

2011 bahwa:

“ Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera
lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila di bawah Ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala”

Kepribadian dan cita-cita perjuangan Partai Persatuan Pembangunan tidak lain
adalah merupakan mata rantai pengembangan kepribadian dan cita-cita perjuangan
bangsa Indonesia. kemudian dengan kepribadian dan cita-cita itu, Partai Persatuan
Pembangunan berkewajiban untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara serta
Repbulik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi suksesnya
upaya menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, masyarakata yang

beriman dan bertagwa serta mendapat ridha Allah SWT.

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat
Mintaredja, SH yang menjabat sejak berdirinya PPP yaitu pada tanggal 5 Januari
1973 sampai tahun 1978. Ketua Umum yang Kedua adalah H. Jailani Naro, SH yang
menjabat dua periode yaitu pada tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat
Mintaredja, SH mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar | PPP pada
tahun 1984. Dalam Muktamar | PPP, H. Jailani Naro, SH terpilih kembali menjadi

Ketua Umum DPP PPP. Kemudian H. Ismail Hasan Matereum, SH yang menjadi
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Ketua Umum DPP PP ketiga yang menjabat sejak terpilihnya dalam Muktamar Il
PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar Ill pada tahun

1994.*

Sedangkan Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma
Aliyang terpilih dalam Muktamar VI pada tahun 2007 dan H. Irgan Chairul Mahfiz
sebagai Sekretaris Jendral. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi

ketua Umum masa bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP pada tahun 2011.

2. ldeologi Partai Persatuan Pembangunan

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari’at terakhir yang diturunkan Allah
SWT kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang
mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal serta meliputi seluruh aspek
kehidupan dan berlaku sepanjang massa. Islam sebagai agama (ad-dien) mengandung
nilai kebenaran absolute karena ajarannya diturunkan oleh Allah SWT kepada umat
manusia memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna
diantara ciptaan-Nya. Islam sebagai ad-dien merupakan sekumpulan perintah dan
larangan (Syariat) yang mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan
kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (rahmatul lil*alamin).

Sama halnya dengan Lambang PPP yaitu adalah Kabah. Dimana Kabah

merupakan simbol pemersatu umat Islam. Kabah bagi PPP merupakan simbol

*http://asal-usul-motivasi-blogspot.com/2014/02/asal-usul-sejarah-partaipersatuan. (Di akses
pada tanggal 7 Desember 2016, 20.54)
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kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia rangka beribadah kepada Allah SWT
serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakan ajaran Islam dalam
segala bidang kehidupan. Lambang PPP adalah gambar Kabah yang dipandang dari
arah depan pintu masuk bertirai warna kuning emas dan tampak disisi kiri Hajar
Aswad tepat disudut dinding. Di bawah gambar Kabah bertuliskan PPP berwarna
kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan diatas dasar warna
dasar hijau dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwana kuning emas.”

3. Visi dan Misi

Visi PPP adalah Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT
dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya
supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta
menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang
berlandasan kepada nilai-nilai keislaman. Dan misi PPP adalah Berjuang dalam
mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertagwa
kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan
ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan sesame muslim). Dengan demikian PPP mencegah
berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/Marxism, serta sekulerisme,

liberalism, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

4. Partai Persatuan Pembangunan Pasca Reformasi

*Ketetapan-ketetapan Dan Hasil Muktamar V111 PPP (Surabaya,15-17 Oktober 2014), 111.
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Pada tahun 1999 PPP diloanda friksi parah yang berujung mantan ketua
umumnya Jailani Naro keluar dan membentuk partai baru bernama Partai Persatuan
(PP). perpecahan itu mempengaruhi performa PPP secara signifikan pada pemilu
1999. Perpecahan berikutnya terjadi pada tahun 2002. Ketika itu salah satu tokok
PPP, KH Zainuddin MZ mendirikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi yang
kemudia menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) di tahun 2003. Perpecahan ini juga
membawa dampak lumayan besar dimana pada pemilu 2004 perolehan suara PPP
mengalami penurun cukup parah, setelah itu PPP nyaris tidak terdengar. Pada pemilu
2009 PPP memperoleh sedikit suara yaitu 5,32% dan ditahun itulah PPP
mendeklarasikan diri menjadi Rumah Besar Umat Islam untuk mendongkrak kembali
kejayaan PPP dimata masyarakat.

Tidak sampai disitu, konflik PPP makin memanas pada tahun 2014. Konflik
internal partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal sebelum diadakannya Pilpres
2014 dilaksanakan. Konflik yang didasari oleh perbedaan pandangan terhadap
kandidat calon presiden dan wakil presiden pada waktu itu. Ketua Umum PPP
Suryadharma Ali yang memutuskankan bahwa PPP secara kelembagaan mendukung
pasangan Prabowo-Hatta mendapat kencaman dari berbagai elit partai berlambang
kabah tersebut. Pasca Pilpres, dengan kekalahan Prabowo-Hatta, konflik tersebut
semakin memanas dimana saling memecat antar kubu yang bertikai.

Keputusan Suryadharma Ali menghadiri kampanye terbuka Prabowo dinilai
27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) melanggar kesepakatan partai dalam Mukernas

Il PPP dan mendesak agar pengurus PPP menjatuhkan sanksi kepada Suryadharma
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Ali. Dalam Mukernas Il Bandung, PPP akan menjalin komunikasi politik dengan
delapan bakal capres yang ada saat itu. Dalam bursa capres PPP tersebut tidak ada
nama Prabowo. Atas keputusan sepihak Suryadharma Ali itulah DPP PPP mengelar
rapat yang dikabarkan akan terjadi islah antara Suryadharma Ali dengan pihak yang
tidak setuju dengan keputusan dukungannya ke Prabowo.

Suryadharma Ali mendapat respon darri 26 DPW PPP yang menyatakan
keberatan akan tindakan Suryadharma Ali dan menuntut dan juga memberikan sanksi
untuk Suryadharma Ali. Hingga Suryadharma Ali merespon tuntutan ke-26 DPW
tersebut dan memecat wakil ketua umum PPP serta beberapa ketua Dewan Pimpinan
Wilayah PPP, yakni ketua DPW PPP Jawa Barat, ketua DPW PPP Jawa Timur, ketua
DPW PPP SumateraUtara, ketua DPW PPP Sulawesi Selatan.®

Tidak sampai disitu, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menetapkan Suryadharama Ali sebagai tersangka korupsi dalam kasus
penyelenggaran ibadah haji tahun 2012-2013 memicu kembali isu pemakzulan
Suryadharma Ali sebagai ketua umum. Hingga rapat harian DPP PPP memutuskan
untuk memecat Suryadharma Ali dari kursi ketua umum PPP dan keputusan tersebut
didukung oleh 28 DPW PPP. Namun Suryadharma Ali tidak terima atas keputusan
tersebut sehingga dia balik memecat orang-orang yang sudah memecat dirinya.

Pada tanggal 15-17 Oktobr 2014 muktamar kubu Romahurmuziy digelar di

Empire Palace Surabaya. Dalam muktamar tersebut Romahurmuziy terpilih sebagai

*www.cariram.xyz/kronologi-lengkap-konflik-internal-partai-ppp-2014-2016.(diakses ~ pada
tanggal 25 Desember 2016, 19.15).
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ketua umum DPP PPP. Dua hari menjelang muktamar kubu Suryadharma Ali,
menkumham mengesahkan kepengurusan kubu Romahurmuziy. SK dengan Nomor
M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang pengesahan perubahan susunan
kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang dimana
pada waktu itu menkumham beralasan tak ingin konflik PPP berlarut-larut. Pada
tanggal 30 Oktober-2 Novembber 2014 Suryadharma Ali menggelar muktamar di
Jakarta, dan hasilnya Djan Faridz terpilih sebagai ketua umum DPP PPP.
5. Perolehan suara PPP pasca Reformasi

Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan pada pasca reformasi secara
nasional yaitu pada tahun 2004, 2009, dan 2014 mengalami naik-turun. Pada pemilu
legislatif 2004, perolehan suara PPP semakin menurun yaitu PPP mendapatkan suara
8,15%, namun pada pemilu Legislatif 2009, PPP menunjukkan penurunan suara yang
cukup tajam yaitu hanya mendapatkan 5,32%. Sedangkan pada pemilu Legislatif
2014 PPP memperoleh suara sebanyak 6,53%. Artinya sejarah elektoral PPP
menunjukkan penurunan suara sejak rezim Soeharto. Padahal pada masa orde baru
PPP adalah partai yang hampir selalu menjadi partai pemenang kedua setelah Golkar.

Sedangkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten
Mojokerto pasca reformasi juga mengalami naik-turun. Seperti pada Pemilu
Legislatisf 2004, Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto memperoleh
suara sebanyak 34.234 suara, pada Pemilu Legislatif 2009 mengalami sedikit

kenaikan yaitu memperoleh 37.763 suara dan pada Pemilu Legislatif 2014, Partai
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persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan yaitu
memperoleh 42.974 suara.

Jika dilihat dari perolehan jumlah kursi DPRD, Partai Persatuan
Pembangunan kabupaten Mojokerto juga mengalami hal yang sama yaitu naik-turun.
Pada Pemilu Legisltif 2014 memperoleh 5 kursi, pada Pemilu Legislatif 2009
memperoleh 3 kursi dan pada Pemilu Legislatif 2004 memperoleh 5 kursi sedangkan
pada Pemilul999 mendapatkan 2 kursi, terakhir pada Pemilu 1997 Partai Persatuan
Pembangunan mendapatkan 16 kursi. Menurut informasi yang penulis dapat,
perolehan jumlah Kkursi Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto
mengalami kejayaan pada Pemilu Legislatif adalah pada tahun 1997, yaitu dengan

memperoleh 16 kursi di DPRD.

B. Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Dewan Pimpinan Cabang merupakan lembaga (Organisasi) yang memiliki
wewenang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada
Musyawarah Cabang. Dewan Pimpinan Cabang merupakan lembaga di atas Anak
Cabang (Tingkat Kecamatan). Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Kabupaten Mojokerto berada di Jalan Raya Gayaman No. 71
Mojoanyar Mojokerto.

Seperti yang diketahui, dalam tubuh internal Partai Persatuan Pembangunan
tingkat Pusat mengalami konflik yang dimana dalam internal Partai Persatuan

Pembangunan memiliki dua kepengurusan didalamnya. Tentunya jika ada konflik di
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tubuh internal sebuah partai akan berimbas ke tubuh partai tingkat bawah, namun
ternyata hal tersebut tidak terjadi pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan
Pembangunan Mojokerto. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua DPC PPP
kabupaten mojokerto”:

“ Dalam melaksanakan program dan perjuangan DPC PPP kabupaten mojokerto
tidak terganggu dengan konflik internal yang terjadi di pusat. DPC PPP menjalankan visi dan
misi dengan adil dan makmur, serta beriman dan bertagwa kepada Allah SWT”

Terjadinya konflik di tubuh internal PPP tidak berpengaruh ke semua tubuh
PPP tingkat bawah. Walaupun tentunya juga ada pengaruh di tubuh PPP tingkat
bawah, namun tidak untuk DPC PPP kabupaten mojokerto. Kesolidan antar anggota
dan pengurus partai inilah yang menjadi kunci sukses berjalannya partai politik dalam
menjalankan visi dan misinya. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan dari Ketua
DPW PPP Jawa Timur dalam musyawarah cabang yang dilakukan DPC PPP
kabupaten mojokerto pada tanggal 18 September 2016 lalu, yang dimana hasil dari
musyawarah cabang tersebut bahwasanya pengurus yang terpilih harus bisa
membawa PPP jaya bersama rakyat. Ini sesuai dengan motto PPP saat ini yaitu
bergerak bersama rakyat.®

Seperti yang kita ketahui bahwa Partai Persatuan Pembangunan tingkat pusat
memiliki dua struktur kepengurusan, di Partai Persatuan Pembangunan kabupaten

Mojokerto juga memiliki dua kepengurusan, namun struktur kepengurusan Partai

’Wawancara dengan Bapak ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto (pada tanggal 22
Desember 2016, pukul 20.37).
Swww. pppjatim.com
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Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto secara faktual dbawah kepemimpinan
H. Kusairin, yaitu dibawah kepemimpinan Pusat Romahurmuziy. Romahurmuziy
merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki Surat

Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Tabel 1.3
Struktur dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai

Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokero Masa Bakti 2011-2016:

No NAMA JABATAN
1 | H. Kusairin S.IP Ketua

2 | H.Ridwan S.H, SE, M.Hum Wakil Ketua

3 H. Zainul Arifin S.Ag Wakil Ketua

4 | Drs. Dipo Suhariyono Wakil Ketua

5 | Drs. Halim Fatoni M.Pd Wakil Ketua

6 Drs. H.Mulyadi Hamdi S.H, M.Hum Wakil Ketua

7 | Jaya Putrayadi S.H Wakil Ketua

8 | Fasichatul Sakdiyah Wakil Ketua

9 Siti Maslachah S.A.g Wakil Ketua

10 | Ainur Rosyid S.IP Sekretaris

11 | H. Husni Siregar Wakil Sekretaris
12 | Akhnu Afandi M.Pd Wakil Sekretaris
13 | Ach. Yamadi Wakil Sekretaris
14 | Hj. Sholihati Syakur Wakil Sekretaris
15 | Ir. Soetomo Wakil Sekretaris
16 | M. Arwani S.T Wakil Sekretaris
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17 | Drs. H. Didik Subiyantoro M.BA

Wakil Sekretaris

18 | Siti Kulsum

Bendahara

19 | Lifaliyah S.Pd

Woakil Bendahara

20 | Langgeng Ismanto MM

Wakil Bendahara

Sumber: Dokumen Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur.

Sedangkan kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto

dibawah pimpinan pusat Djan Faridz yaitu dibawah kepemimpinan KH. Abd.

Rochim. Berikut struktur kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan

kabupatenMojokerto pihak Djan Faridz:

Tabel 1.4

Struktur dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai

Persatuan Pembangunan Kabupaten Mojokero Pihak Djan Fardz Masa Bakti

2011-2016:
No | NAMA JABATAN
1 | Dr. KH. Abd.Rochim, SH.MH Ketua
2 Mulyadi SE Wakil Ketua
3 Maimunah S.Pd.| Wakil Ketua
4 Hj.Khoirunnisa’il Fitriyah M.Pd.I Wakil Ketua
5 KH. Jumain Wakil Ketua
6 | M. Solikun Wakil Ketua
7 | Lukman Ali Sekretaris
8 | Abdul Majid Madnan S.Pd.I Wakil Sekretaris
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9 Hj. Umi Nur Cholifah M.Pd.I Wakil Sekretaris
10 | M. Mahmud S.Pd.I Wakil Sekretaris
11 | Chusnul Latifah S.Pd Wakil Sekretaris
12 | Sulikatiningsih S.Pd Bendahara

13 | Anis Pujiana S.Pd Wakil Bendahara
14 | Romli Arif S.Pd Wakil Bendahara
15 | Muhajir SE Wakil Bendahara

Sumber : Dokumen Pribadi Pak Abd. Rochim

Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di wilayah Jawa
Timur. Mojokerto merupakan kabupaten yang dimana mempunyai organisasi
masyarakatseperti Nahdlatul Ulama, Muhamadiyyah, LDII, FPIl, JAT dan lain
sebagainya. Tidak hanya itu, Mojokerto memiliki banyak pondok-pondok pesantren
yang tersebar di wilayah kabupaten Mojokerto. Banyaknya pondok pesantren tersebut
menggambarkan bahwa kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang
mempunyai basis Islam yang cukup kuat dan bisa dikatakan Mojokerto adalah daerah
santri.. Banyaknya tokoh-tokoh Islam dan kyai menjadikan kabupaten mojokerto
terkenal kental agamanya.

Di era reformasi, banyak partai Islam yang muncul di kancah politik
Indonesia. Di kabupaten mojokerto sendiri terdapat 5 partai Islam yang mengikuti
pesta demokrasi baik itu pemilu maupun pilkada, yaitu Partai Persatuan
Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanah Nasional, Partai Bulan
Bintang, dan Partai Keadilan Sejahtera. Berdirinya dan keikutsertaan partai Islam di

mojokerto terutama Partai persatuan Pembangunan tentunya akan memberikan
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pengaruh yang baik terhadap perjalanan dan pergerakan politik di mojokerto itu

sendiri. PPP di era reformasi memiliki perbedaan tentang basis massa, yaitu tidak lagi

beranggotaan NU, Parmusi, PSII dan Perti. Hubungan Partai Persatuan Pembangunan

dengan Mojokerto sendiri dilihat dari segi sosial, agama dan politik terlihat dari tabel

di bawah ini® :

Tabel 1.6

Kegiatan Partai Persatuan Pembangunan Mojokerto

Aspek

Kegiatan yang di Lakukan

Sosial

PPP selalu berpartisipasi dalam rangka kebutuhan
masyarakat, terutama kebutuhan yang berdampak
terhadap kepentingan masyarakat terutama sarana dan
prasarana seperti memberikan bantuan untuk masjid,
jalan dan lain sebagainya (yang berdasarkan usulan
fraksi kepada pemerintah daerah) juga memberikan

pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.

Agama

PPP juga berkomunikasi dengan kalangan pondok
pesantren, Dalam rangka untuk menjaga silaturahmi

kepada kontituenya.

Politik

Pemilin PPP di mojokerto adalah pemilih yang
majemuk, tidak hanya dari kalangan NU saja tetapi
juga dari Organisasi-organisasi masyarakat lainya
seperti LDII, Muhammadiyah, Pedagang, PNS dan

lainnya

*Wawancara dengan Bapak Arif Winarko ketua PAC Jatirejo PPP Mojokerto pada tanggal 25

Desember 2016.
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Dilihat dari tabel diatas, hubungan Partai Persatuan Pembangunan Mojokerto
dengan masyarakat mojokerto sendiri baik dari segi sosial, agama dan politiknya.
Terlihat dalam segi politik, pendukung atau pemilih PPP bukan dari kalangan NU
saja, melainkan dari kalangan manapun. Ini membuktikan bahwa PPP adalah partai

yang “merangkul” rakyat.

Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto juga memiliki organisasi
yang dinaunginya, seperti Lembaga Bantuan Hukum, Wanita Persatuan
Pembangunan (WPP), Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), dan

Angkatan Muda Kabah (AMK).



